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Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang penulis 
lakukan maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 
menghambat hak asimilasi yaitu denda sebagai syarat asimilasi bagi 
pelaku tindak pidana khusus, bertentangan dengan Undang Undang 
Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan. Permenkumham tersebut 
memandang bahwa denda sebagai syarat mutlak bagi WBP untuk 
mengajukan Asimilasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang 12 
Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan yang memandang bahwa 
Asimilasi adalah metode pembinaan yang dinamis dan maju, tidak 
berkaitan dengan hukuman dan tidak adanya syarat-syarat khusus bagi 
pelaku tindak pidana khusus melainkan pembinaan semata-mata, 
sehingga didasarkan pada asas bahwa setiap Warga Binaan 
Pemasyarakatan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 
memperoleh manfaatnya. Dengan demikian keberadaan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 memiliki kendala 
untuk memperoleh hak asimilasi bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman 









Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka atas 
pemecahan persoalan tersebut dapat diberikan saran, sebagai berikut: 
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM  No 21 Tahun 2016 perlu 
direvisi untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perealisasian 
Asimilasi di setiap LAPAS di Indonesia. Permenkumham yang 
direkomendasikan itu haruslah sejalan dan sepaham dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal asas 
equality before the law untuk memperbaiki Narapidana dan mendapatkan 
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